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PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERADILAN  

PERDAMAIAN ADAT DI ACEH
1
 

(The Application Guideline of Informal Justice in Aceh)   

 

Oleh: Nurdin MH
*)

 

 

ABSTRACT 

Kata Kunci: Pedoman Penyelenggaraan, Peradilan Perdamaian Adat . 

Customary law of Aceh has a number of legal principles such as 

acceptable, accountability, non-discrimination/equality before the law; 

accessible to the public, win-win solution, consensus, transparency, 

competent, and presumption of innocence. The principles are not only found 

in Adat Law of Aceh but also in other civilized legal systems in the world. In 

practice, the principles are applied strictly (see the case of Sultan Iskandar 

Muda).  

Adat guidelines or legal procedure of Adat is badly needed by 

informal justice providers in order to have legal certainty. There are some 

reasons why the guide line is necessary; (1) during new order (35 years) 

central government denied the existence of adat law, (2) during the conflict 

era (30 years) Acehnese did not have enough opportunity to practice their 

customary law, and (3) most of you people today are head of village  and they 

do not have enough knowledge and experience on guide line of adat. 

  

A. PENDAHULUAN 

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilakukan 

selama kurun waktu  Agustus sampai dengan Desember 2007.  Ada tiga kata 

kunci dalam penelitian tersebut yaitu kewenangan, kejelasan dan efektivitas 

                                                           
1 Dipresentasikan Pada Workshop Aceh Justice Resource Centre – UNDP, 26 Februari 

2008, Grand Hotel, Banda Aceh. 
*) Nurdin MH, S.H., M.H adalah Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah 

Kuala, Darussalam-Banda Aceh 
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peradilan adat. Tiga hal tersebut yang mengganggu para pelaksana peradilan 

adat  (informal justice providers). Yang pertama adalah menyangkut dengan 

kewenangan (comptent), dalam artian untuk sebuah kasus tertentu siapa yang 

berwenang mengadili (apakah peradilan formal atau peradilan adat). Yang 

kedua adalah menyangkut dengan kejelasan (clarity), yaitu perlu adanya 

kejelasan dalam pelaksanaan peradilan adat, dimana sebagian besar responden 

menghendaki adanya pedoman (guideline) semacam hukum acara dalam 

peradialan adat. Yang ketiga efektivitas (efectiveness), hal ini menyangkut 

dengan biaya dan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara 

melalui peradilan adat. 

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa 95% responden 

menghendaki adanya pedoman pelaksanaan hukum adat. Hal ini disebabkan 

beberpa faktor; (1)  Rezim Order Baru (selama 30 tahun) tidak memberikan 

perhatian yang memadai terhadap tumbuh dan berkembangnya hukum adat, 

(2) transformasi nilai-nilai adat selama konflik agak sulit dilakukan, dan (3) 

Keuchik pada saat ini kebanyakan dari golongan muda, dimana pemahaman 

dan pengalaman mereka  di bidang peradilan adat masih relatif rendah.
2
 

Gagasan perlu adanya pedoman pelaksanaan peradilan adat mencuat kembali 

dalam workshop dua hari yang diadakan pada tanggal 12-13 Nopember 2007.
3
   

B. TINJAUAN PUSTAKA 

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat Aceh sudah  dipraktikan 

semenjak adanya Kerajaan Aceh sampai hari ini
4
. Keberadaan peradilan adat 

                                                           
2 Hasballah, Keuchik Keuretoe Kec. Lapang, Aceh Utara, Wawancara 10 Oktober 2007.  
3 Workshop 12-13 Nopember 2007 tentang  Peradilan Perdamaian Adat Aceh, di Grand 

Nanggroe Hotel. 
4 Taqwaddin, Gampong Sebagai Basis Perdamaian, makalah, 31 Januari 2009. 
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bagi masyarakat  Aceh adalah merupakan suatu kebutuhan judisial yang tidak 

dapat dihindari. Peradilan adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

Aceh dan oleh karena itu menjadi tidak asing bagi mereka untuk 

menyelesaikan berbagai perkara dalam rangka mendapatkan keadilan
5
.  

Jumlah kasus, terutama perwalian dan pertanahan, meningkat secara 

tajam pasca gempa bumi dan tsunami. Kelihatannya peradilan umum tidak 

mampu menyelesaikan begitu banyak kasus yang terjadi. Dalam situasi yang 

demikian, peradilan adat memainkan peranan penting untuk menyelasikan 

berbagai kasus di bidang perwalian maupun pertanahan
6
. Tujuan utama 

penyelesaian sengketa melalui peradilan adat itu adalah untuk membangun 

kembali harmonisasi pasca sengketa dalam kehidupan masayarakat
7
.   Dalam 

pelaksanaan peradilan adat di Aceh, para fungsionaris hukum adat 

menjadikan sejumlah asas sebagai pedoman dalam melaksanakan peradilan 

adat di gampong. Asas merupakan tatanan nilai yang menduduki hirarkhi 

tertinggi dari berbagai sistem hukum (Jus Cogen) dan tidak boleh disimpangi 

oleh sistem hukum manapun juga
8
.  

C.   METODE PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian  

       Penelitian ini dilakukan di 17 Gampong, 10 kecamatan yang 

terletak dalam 4 kabupaten yaitu: Kabupaten Aceh Besar, Utara, Tengah dan 

Selatan. 

                                                           
5 Nurdin MH, 2004, The Role of Marine Customary Law (Hukom Adat Laot) in Settling of 

Fishery Case Connected to Alternative Dispute Resolution (ADR),   
6 Nurdin MH, 2005, Penyelesaian Kasus Tanah Pasca Gempa Bumi dan Tsunami, Hasil 

Penelitian di Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Lheu, Kab. Aceh Besar. 
7 Sanusi M. Syarif, 2005, Gampong dan Mukim di Aceh Menuju  Rekonstruksi Pasca 

Tsunami, Pustaka Latin, Bogor, hal. 63. 
8 Mochtar Kusuma Atmadja, 1997,  Pengantar Hukum Internasional. 
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 Kabupaten Aceh Besar diwakili oleh Kecamatan Simpang Tiga, Suka 

Makmur dan Lembah Seulawah. 

 Aceh Utara diwakili oleh kecamatan tanah Luas dan Lapang.  

 Aceh Tengah diwakili oleh Kecamatan Bintang, Lut Tawar dan 

Pegasing.  

 Aceh Selatan diwakili oleh Kecamatan Sawang, Kecamatan Kluet 

Tengah 

 

2. Metode Pengumpulan Data  

 Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara: (1)  Penelitian 

kepustakaan yaitu dengan menganalisis berbagai literatur, hasil penelitian 

terdahulu  dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik 

penelitian ini (2)  Penelitian lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai 

sejumlah responden yang menggunakan metode diskusi terfokus (Focus 

Group Discussion) dan wawancara mendalam secara personal (personal 

indepth interview), hal ini dilakukan dalam rangka memperoleh data 

kualitatif. Sedangkan  data kuantitatif diperoleh melalui wawancara dengan 

menggunakan baseline questionnaires. 

 

3. Metode Pengumpulan Data  

Responden merupakan para tokoh adat yang terlibat dalam proses 

persidangan peradilan adat, yaitu Keuchik, Sekretaris Keuchik, Tuha Peuet, 

Imeum Meunasah, Imeum Mukim, Keujruen Blang, Panglima Laot, dan 

Pawang Glee serta Peutua Seuneubok (informal justice providers). Jumlah 
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tokoh adat yang diwawancarai untuk setiap desa adalah 13 orang. Dengan 

demikian jumlah seluruhnya adalah 13 orang x 17 gampong=  221orang.   

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

1. Dasar Hukum  Penyelenggaraan Peradilan adat: 

 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 

 Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim Dalam 

Provinsi NAD 

 Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam 

Provinsi NAD. 

 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan 

Adat dan Adat Istiadat  

2. Asas-asas Dalam Peradilan Adat di Aceh 

Dalam sistem hukum adat Aceh, dikenal sejumlah asas yang pada 

umumnya asas tersebut dapat diterima oleh berbagai sistem hukum  lainnya. 

Sejauh ini ada sejumlah asas yang telah diidentifikasi dan diperkirakan masih 

ada beberapa asas lainnya yang belum ditemukan.   

1. Acceptable,  peradilan adat dapat diterima oleh masyarakat setempat 

karena peradilan tersebut telah menyatu dalam kehidupan mereka secara 

turun temurun. 

2. Accountability, dapat dipertanggung jawabkan; 

Prinsip ini mengacu pada pertanggung jawaban para keuchik dan tuha 

peuet serta para penyelenggara peradilan adat lainnya dalam memutuskan 

perkara. Pertanggung jawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada  para 

pihak, masyarakat umum dan negara tetapi juga kepada Allah SWT. 
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3. Clarity of procedure, kejelasan pedoman beracara; 

Proses peradilan gampong selalu mengacu pada hukum acara atau 

pedoman dalam bentuk  tidak tertulis, namun pedoman tersebut sangat 

jelas serta dapat dipahami baik oleh pihak-pihak yang berperkara maupun 

para tokoh adat. 

4. Non-Discrimination; kedudukan  setara di depan peradilan adat 

 Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin dan status 

sosial. Semua   orang mempunyai kedudukan yang sama di depan peradilan 

adat (equality before the law).  

5. Accessible to the public; dapat dijangkau oleh masyarakat 

 Setiap putusan peradilan gampong harus dapat  dijangkau oleh masyarakat 

baik yang menyangkut dengan biaya , waktu  dan prosedur.  

6. Voluntarily, Peradilan adat tidak boleh bersifat sukarela. 

 Peradilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan 

perkaranya melalui peradilan adat. 

7. Peaceful Solution, kedamaian 

 Tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan 

kedamaian dalam masyarakat.  

8. Win-Win Solution, sama-sama menang dan sama-sama puas. 

 Peradilan perdamaian adat Aceh tidak memutuskan siapa yang kalah dan 

menang, tetapi memberikan kemenangan kepada kedua belah pihak. 

9. Concensus, musyawarah 

 Putusan yang dibuat dalam peradilan adat adalah berdasarkan hasil 

musyawarah mufakat para pelaksana peradilan adat dan para pihak dalam 

rangka mencapai kedamaian. 
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10. Transfarancy,  tidak ada yang tersembunyi 

Semua proses peradilan baik yang menyangkut dengan penerimaan 

pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan dan pengambilan serta 

pembacaan putusan harus dijalankan secara transfaran. 

11. Competency, kewenangan. 

 Kewenangan mengadili peradilan adat berlaku terhadap kasus-kasus yang 

terjadi di wilayah Gampong dan Mukim. 

12. Territoriality,  wilayah.  

 Asas ini menyangkut dengan wilayah atau tempat dimana pelanggaran 

adat atau delik pidana adat terjadi (jurisdiksi).  

13. Domicile, tempat tinggal. 

 Para pihak yang melakukan pelanggaran adat atau delik pidana adat  harus 

jelas diketahui tempat tinggalnya.  

14. Pluralism, Peradilan adat menghargai Keberagaman norma hukum yang 

berasal dari berbagai sistem hukum yang berbeda  yang berlaku dalam 

suatu masyarakat. 

15. Presumtion of Innoncence, praduga tak bersalah.  

 Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.  

16. Proportional Justice, adil yang berkeadilan. 

 Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan keadilan tersebut diterapkan 

dengan berpedoman pada tingkat  kemampuan ekonomi para pihak.
9
 

 

                                                           

9 Diolah dari hasil temuan di lapangan dan Wawancara  10 Desember 2007 dengan  
Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis`Adat Aceh.  
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3. Jurisdiksi Dan Kompetensi Peradilan Adat  

Secara harfiah jurisdiksi itu artinya wilayah kerja (teritorial). Persoalan 

jurisdiksi dalam hukum adat menjadi penting karena menyangkut dengan 

tempat dimana pelanggaran adat terjadi. Jika pelanggaran adat terjadi di 

Gampong A, maka Keuchik Gampong mempunyai jurisdiksi terhadap kasus 

tersebut dan sekaligus Keuchik Gampong A mempunyai kewenangan 

(kompetensi) terhadap kasus itu. Apabila kasus tersebut terjadi di perbatasan 

atau melibatkan warga dari Gampong A dan B, maka dalam hal ini termasuk 

dalam jurisdiksi dan kompetensi Mukim.  Dengan demikian,  yang dimaksud 

dengan jurisdiksi dalam uraian ini adalah wilayah tempat dimana suatu 

sengketa atau peristiwa hukum terjadi. Sementara itu, yang dimaksud dengan 

kompetensi adalah kewenangan untuk mengadili.  

Kasus yang merupakan kewenangan (kompetensi) peradilan adat 

adalah sebagai berikut: 

a) Batas Tanah; 

b) Pengaturan air sawah; 

c) Kekerasan Dalam Rumah tangga; 

d) Perselisihan antar dan dalam keluarga; 

e) Pembagian harta warisan; 

f) Wasiat; 

g) Fitnah; 

h) Perkelahian; 

i) Pertunangan, perkawinan dan perceraian; 

j) Pencurian; 
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k) Ternak (ternak makan tanaman dan pelepasan ternak di jalan sehingga 

dapat mengganggu kelancaran lalulintas); 

l) Kecelakaan lalulintas (kecelakaan ringan); 

m) Ketidakseragaman turun ke sawah; dan 

n) Kenakalan remaja 

Adapun kasus yang merupakan di luar kewenangan peradilan adat 

adalah sebagai berikut: 

a) Pembunuhan; 

b) Perzinahan; 

c) Pemerkosaan;  

d) Narkoba, ganja dan sejenisnya;  

e) Pencurian (berat, eg. Kerbau, kenderaan bermotor dan lain-lain); 

f) Suversif; 

g) Penghinaan terhadap pemerintah yang syah (Presiden dan Gubernur); 

h) Kecelakaan lalu lintas berat (kematian); 

i) Penculikan;  

j) Khalwat; dan 

k) Perampokan bersenjata.  

4. Prosedur Penyelesaian Sengketa Adat 

4.1. Sengketa Perdata: 

 Pelaporan oleh pihak korban; 

 Keuchik menindaklanjuti pengaduan tersebut; 

 Pendekatan terhadap para pihak (oleh Keuchik atau orang bijak lainnya); 

 Mengundang para pihak uuntuk menghadiri persidangan; 

 Persidangan bersifat resmi dan terbuka; 
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 Posisi duduk majelis persidangan diatur sedimikian rupa; 

 Penataan tempat duduk (sitting position); 

 Persidangan berlangsung khitmat; 

 Saksi dipersilakan menyampaikan kesaksiannya; 

 Tuha Peut menanggapi dan menyampaikan solusi penyelesaiannya; 

 Tanggapan ulama, cendikiawan  dan tokoh adat lainnya serta solusi; 

 Kechik dan anggota sidang lainnya bermusyawarah ttg putusan damai; 

 Jika para pihak tidak setuju terhadap putusan, mereka boleh banding; 

 Keuchik membaca putusan perdamain berikut dengan sanksinya; 

 Salinan putusan tsb diarsipkan; 

 Jika putusan diterima, akan dicatat dalam buku registrasi induk yang 

memuat hal-hal sebagai berikut: 

i) Nomor: 

ii) Tanggal pelaporan dan nama sipelapor; 

iii) Jenis kasus; 

iv) Uraian singkat pokok perkara; 

v) Tanggal penyelesaiannya; dan 

vi) Uraian singkat putusan perdamaian. 

 

4.2. Sengketa Pidana: 

 Memberikan pengamanan secepat mungkin terhadap para pihak; 

 Mengkondusifkan suasana, terutama pihak keluarga sikorban; 

 Keuchik bersama perangkatnya melakukan penyidikan dan pendekatan 

terhadap para pihak/kelurganya untuk menemukan penyelesaian secara 

damai dan kekelurgaan; 
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 Menghimbau keluarga para pihak untuk menciptakan situasi yang 

kondusif; 

 Membuka persidangan di meunasah, jika situasi telah kondusif; 

 Mendengar pembelaan dari kedua belah pihak; 

 Keputusan sidang musyawarah; 

 Pelaksanaan putusan/eksekusi oleh Keuchik dalam suatu upacara adat; 

 Putusan mewajibkan para pihak untuk mengikuti prosedur sbb: 

(i) Membawa kain putih, sebagai simbul kedamaian dan kesucian; 

(ii) Membawa biaya (ganti rugi) atau biaya pengobatan, jika korban   

mengeluarkan darah; 

(iii) Membawa seekor kambing (tergantung tingkat kesalahan) untuk 

acara kenduri; 

(iv) Membawa bu lukat (ketan) yang besar hidangannya sesuai dengan 

tingkat kesalahan; 

(v) Peusijuk (tepung tawar); 

(vi) Menyampaikan kata nasehat; 

(vii) Bermaaf-maafan/berjabat tangan; 

(viii) Membuat surat penyelesaian/perdamaian adat 

(ix) Doa.
10

  

 

5. Badan Penyelenggara Peradilan Perdamaian Adat  di Aceh dan Prosedur 

Penyelesaiannya. 

Penyelengaraan Peradilan Perdamaian Adat di lakukan oleh 

Lembaga Gampong dan  Lembaga Mukim.  

                                                           
10 Hasil Diskusi dalam Warkshop 13 Nopember 2007 dengan  Para Penyelenggara 

Peradilan Adat. 



Nurdin MH,  Pedoman Penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat di Aceh 

KANUN No. 50 Edisi April 2010                                                                                    

 

119 

Penyelenggaraan peradilan adat di tingkat Gampong dilakukan oleh:  

 Keuchik, sebagai ketua; 

 Sekretaris Gampong, sebagai panitera; 

 Imeum Meunasah, sebagai anggota; 

 Tuha Peut, sebagai anggota; 

 Ulama, cedikiawan dan tokoh adat lainnya di gampong yang bersangkutan. 

Prosedur penyelenggaraan peradilan di tingkat gampong diawali dengan: 

1. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak 

kepada Kepala Dusun (Kadus) atau kepala lorong tempat dimana 

peristiwa hukum tersebut terjadi (azas teritorialitas). Namun tidak tertutup 

kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada 

Keuchik. Adakalanya kepala dusun itu sendiri yang menyelesaikannya, 

jika kasusnya tidak serius. Namun jika kasus tersebut sangat serius dan 

rumit serta melibatkan kepentingan umum,  maka kepala dusun segera 

melapor kepada Keuchik; 

2. Segera setelah Keuchik menerima laporan dari Kadus atau dari pihak 

korban, maka Keuchik membuat rapat internal dengan Sekretaris Keuchik, 

Kepala Dusun, dan Imeum Meunasah guna menentukan jadwal sidang; 

3. Pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan disembarang tempat seperti 

pasar dan warung kopi, tetapi harus di rumah atau di kantor keuchik; 

4. Sebelum persidangan digelar,  Keuchik dan perangkatnya (Sekretaris 

Keuchik, Imeum Meunasah dan Para kadus) melakukan pendekatan 

terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk 

mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan 

kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Pada saat pendekatan 
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tersebut, para pelaksana peradilan adat akan menggunakan berbagai 

metode mediasi dan negosiasi, sehingga kasus itu dapat segera 

diselesaikan; 

5. Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh Keuchik dan perangkatnya, tetapi 

dapat juga dilakukan oleh orang bijak lainnya. Untuk kasus yang sensitif 

yang korbanya kaum perempuan, maka pendekatan biasanya dilakukan 

oleh istri keuchik atau tokoh perempuan bijak lainnya. 

6. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua 

belah pihak, maka Sekretaris Keuchik akan mengundang secara resmi 

kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal 

yang telah ditetapkan.  

7. Pada saat persidangan berlangsung, para pihak dapat diwakili oleh 

walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara; 

8. Persidangan bersifat resmi dan terbuka yang biasanya digelar di Meunasah 

atau tempat-tempat lain yang dianggap netral; 

9. Forum persidangan terutama posisi duduk (sitting position) para pihak dan 

para pelaksana peradilan adat (informal justice providers) disusun 

sedemikian rupa sehingga kelihatannya relatif resmi; 

10. Penataan tempat duduk adalah sebagai berikut: Keuchik, selaku ketua 

sidang,  duduk dalam satu deretan dengan Tuha Peut, Imeum Meunasah, 

Cendikiawan, ulama dan tokoh adat gampong lainnya. Di sebelah kiri 

Keuchik, agak sedikit ke belakang,    duduk Sekretaris Keuchik (sebagai 

Panitera). Di deretan depan atau di hadapan Keuchik merupakan tempat 

untuk para pihak atau yang mewakilinya. Sementara itu, para saksi  

mengambil tempat di sayap kiri dan kanan forum persidangan. Di 
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belakang para pihak, duduk sejumlah peserta atau pengunjung sidang 

yang terdiri dari masyarakat gampong dan keluarga serta sanak saudara 

dari para pihak.(Lihat Lampiran  Posisi Duduk Para Penyelenggara 

Peradilan Adat Gampong) 

11. Persidangan berlangsung dengan penuh khitmat dan Keuchik 

mempersilakan para pihak atau yang mewakilinya untuk menyampaikan 

persoalannya yang kemudian dicatat oleh Panitera (Sekretaris Keuchik).  

12. Keuchik mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya 

dan biasanya, jika dirasa perlu,  para saksi sebelum menyampaikan 

kesaksiannya akan diambil sumpah terlebih dahulu; 

13. Keuchik memberikan kesempatan kepada Tuha Peut menanggapi 

sekaligus menyampaikan alternatif penyelesaiannya; 

14. Keuchik mempersilahkan para ulama, cendikiawan dan tokoh adat lainnya 

untuk menanggapi dan menyampaikan jalan keluar terhadap kasus 

tersebut; 

15. Keuchik beserta seluruh anggota sidang memusyawarahkan putusan 

damai apa yang akan diberikan. Jika mereka telah sepakat tentang jenis 

putusan damai yang akan dijatuhkan, maka keuchik menanyakan kembali 

kepada para pihak apakah mereka siap menerima putusan damai tersebut.  

Jika jawaban mereka adalah menerima putusan itu, maka panitera menulis 

diktum putusan tersebut yang sering disebut surat perjanjian perdamaian. 

16. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap 

putusan perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan banding ke 

forum persidangan Mukim. Ketidaksetujuan para pihak terhadap putusan 

peradilan adat gampong juga harus dinyatakan dalam surat penetapan 
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putusan dan berdasarkan surat penetapan tersebut  kasus itu  dapat 

diajukan banding; 

17. Keuchik membaca putusan perdamaian berikut dengan jenis sanksinya 

dan meminta kepada para pihak untuk menandatangani akta perdamaian 

serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh; 

18. Putusan tersebut dan salinannya diberikan kepada para pihak, disimpan 

sebagai arsip baik di kantor Keuchik maupun di kemukiman; 

19. Setelah putusan disepakati dan diterima oleh para pihak, maka pada 

pertemuan berikutnya putusan tersebut akan dieksekusi melalui suatu 

upacara perdamaian; 

20. Kepada salah satu atau kedua belah pihak akan dikenakan sanksi, yang 

berat ringannya sangat tergantung pada jenis pelanggaran atau pidana adat 

yang mereka lakukan. Adapun sanksi yang harus ditanggung bersama oleh 

para pihak  berupa: 

a) Membawa kain putih, sebagai simbol kedamaian dan kesucian; 

b) Membawa biaya( ganti rugi / biaya pengobatan ) bila pesakitan 

mengeluarkan darah 

c) Membawa seekor kambing (tergantung kesalahan) untuk acara 

khanduri; 

d) Membawa bu lukat ( nasi ketan ) satu talam; 

e) Peusijuk para pihak yang bersengketa; 

f) Menyampaikan kata-kata nasehat (peutuah); 

g) Bermaaf-maafan/ berjabat tangan dan berpelukan para pihak yang 

bersengketa; 

h) Menandatangani surat putusan penyelesaian/ perdamaian adat; dan 
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i) Do’a. 

21. Putusan penyelesaian sengketa itu dicatat dalam sebuah buku induk 

registrasi kasus yang di dalam buku tersebut memuat hal-hal sebagai 

berikut: 

a) Tanggal pelaporan dan nama sipelapor; 

b) Jenis kasus; 

c) Uraian singkat pokok perkara; 

d) Tanggal penyelesaiannya; dan 

e) Uraian singkat putusan perdamaian. (Lihat Lampiran Buku Induk  

Registrasi Kasus). 

Penyelenggaraan Peradilan Adat di Tingkat Mukim  dilakukan oleh:  

 Imeum Mukim, sebagai ketua; 

 Sekretaris Mukim, sebagai Panitera; 

 Tuha Peut Mukim, sebagai anggota; 

 Ulama, tokoh adat/cendikiawan lainnya. 

Badan perlengkapan peradilan adat di tingkat mukim dan mekanisme 

kerjanya hampir sama dengan tingkat Gampong.  Kasus yang diselesaikan 

ditingkat peradilan Mukim adalah: (1) kasus yang terjadi antar gampong, yang 

berada dalam jurisdiksi mukim dan (2) kasus banding, yaitu kasus yang sudah 

pernah ditangani di tingkat gampong, namun salah satu pihak merasa tidak 

puas terhadap putusan tersebut.  

Khususnya yang menyangkut dengan banding ke tingkat mukim, 

Qanun 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Desa Dalam Provinsi NAD 

menegaskan bahwa: Pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan 
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perdamaian, dapat meneruskannya kepada Imeum Mukim dan keputusan 

Imeum Mukim bersifat akhir dan mengikat. 

Peradilan Tingkat Mukim (Peradilan banding) merupakan upaya 

terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam jurisdiksi adat. Perkara-perkara 

pidana berat atau sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan pada 

tingkat Mukim, akan diselesaikan oleh lembaga peradilan negara sesuai 

dengan ketentuan undang-undang  dan peraturan yang berlaku.  

 

6. Mekanisme Pelimpahan Kasus dari Peradilan Adat ke Peradilan 

Formal. 

Pelimpahan kasus tidak hanya dapat dilakukan dari peradilan adat 

keperadilan formal tetapi juga sebaliknya, yaitu dari peradilan formal ke 

peradilan adat.   Pelimpahan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal: 

a. Bukan kompetensi dan jurisdiksi adat; 

b. Para pihak tidak mau menyelesaikannya melalui peradilan adat; dan 

c. Hukum Adat tidak mampu menyelesaikannya; 

Kasus-kasus yang bukan kewenangan (kompetensi) peradilan adat 

meskipun terjadi dalam jurisdiksi adat seperti pembunuhan, perzinahan, 

pemerkosaan, narkoba, ganja dan sejenisnya, pencurian berat seperti Kerbau, 

kenderaan bermotor dan lain-lain, suversif,  penghinaan terhadap pemerintah 

yang syah (Presiden dan Gubernur), Kecelakaan lalu lintas berat (kematian),  

Penculikan,  dan Perampokan bersenjata, maka dalam hal ini Keuchik segera 

memberitahukan kepada pihak kepolisian di tingkat kecamatan (polsek). 

Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan.  
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Dalam hal para pihak tidak mau menyelesaikan perkaranya melalui 

peradilan adat gampong, maka yang bersangkutan dapat membawa kasusnya 

ke pengadilan formal yang diikuti oleh  surat keterangan pelepasan kasus dari 

keuchik. Surat keterangan pelepasan kasus tersebut sangat penting sebagai 

dasar bagi peradilan formal untuk memeriksa kasus tersebut. Hal ini sesuai 

dengan perintah Perda No. 7 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa: Aparat 

penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Keuchik dan 

Imeum Mukim untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/ perselisihan di 

Gampong/ Mukim masing-masing ( pasal 10 ).  

 

 

E. PENUTUP  

 Kesimpulan 

Pengadaan pedoman penyelenggaraan peradialan adat merupakan 

aspirasi dari para penyelenggaran peradilan adat dalam rangka menciptakan 

kepastian hukum. Mereka mengatakan bahwa keberadaan pedoman 

penyelenggaraan peradilan adat sangat diperlukan. Hal ini akan 

menghilangkan keraguan dan menciptakan kepastian bagi para pelaksana 

peradilan adat dalam melaksanakan tugasnya di bidang judiciarI.   

 

Saran 

Materi pedoman penyelenggaraan peradilan adat yang dibuat secara tertulis 

yang kemudian akan dibagikan kepada seluruh pemangku adat perlu dikaji 

lebih mendalam lagi sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam 

masyarakat. Kepada pemerintah,  terutama Majelis Adat Aceh perlu segera 
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melakukan sosialisasi materi tersebut. Salah satu cara sosialisasi yang efektif 

adalah dengan mencetak pedoman penyelenggaran peradilan adat tersebut 

kedalam bentuk buku saku, sehingga mudah dibawa setiap saat oleh para 

pelaksana peradilan adat. 
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